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ABSTRAK 
Nama Penyusun  :  Nurkhaerati  
NIM  :  10300108050 
Judul Skripsi   : “pemidanaan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi  
   Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)” 
 
Skripsi ini mengkaji tentang putusan hakim mengenai hukuman terhadap 
pelaku pencabulan anak, di Pengadilan Negeri Makassar. Masalah ini dilihat dengan 
pendekatan yuridis normatif dan yuridis syar’i. Adapun metode yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini adalah library research yaitu penulis berusaha 
menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, hukum Islam, karya tulis para ahli, kamus dan lain-lain, 
serta relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menggunakan field research 
yaitu kegiatan aktif langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya 
jawab kepada informan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dari sejumlah 
keterangan atau fakta-fakta dari penelitian lapangan. 
Pada putusan No: 1485/Pid. B/2010/PN. Mks., majelis hakim lebih mengarah 
kepada dakwaan kedua pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, yakni hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda sebesar Rp. 60 juta rupiah, subsidar 2(dua) bulan kurungan, dibanding 
hukuman yang ditetapkan dalam KUHP. Hal ini tentu mengarah pada perbuatan 
pelaku yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. 
Sedangkan dalam konteks fiqih, pencabulan tidak disebutkan secara langsung 
tetapi pencabulan di sini dikategorikan sebagai jarimah zina. Zina adalah perbuatan 
yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Hukuman 
had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara, sedangkan ta’zir diserahkan 
kepada ulil amri. Cambuk (dera atau jilid) seratus kali dan ta’zir dikenakan bagi 
pelaku pezina ghair muhshan, hal ini didasarkan kepada Al-Qur’an Surah An-Nuur 
ayat 2, dan hadis Ubadah ibn Shamit. Sedangkan hukuman rajam dikenakan bagi 
pelaku pezina muhshan didasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 
di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak 
yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini 
sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh 
pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang 
mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non 
diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
serta menghargai partisipasi anak. 
Anak-anak di manapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi 
penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya 
dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian posisi strategis sebuah 
bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada 
anak harus selalu di kedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan 
dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial 
secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. 
Arif Gosita menyatakan bahwa, „anak wajib dilindungi agar mereka tidak  
menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta 
maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
1
 
                                                          
1
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h. 35. 
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Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya 
mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat 
dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa 
dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak di tempatkan tepat 
pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang 
biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat 
terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar 
biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk 
tuntutan hidup. 
Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek 
penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa opnum, baik itu dalam rumah tangga 
oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara 
umum diakui bahwa kejahatan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik 
dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun 
dari lingkungan masyarakat luas. 
Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari 
bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap 
orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di 
bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi 
salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh 
pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan 
itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk 
menolak keinginan pelaku. 
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Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk 
kekerasan seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban.Tanpa 
bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan kita 
sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan 
yang menimpanya itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari 
secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam 
kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat melihat bahwa korban adalah 
sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang 
dilakukan si pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan 
permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan, manusia dituntut ikut 
serta berperan dalam melindungi anak khususnya anak-anak yang masih di bawah 
umur. Islam pun memberikan jalan keluar tehadap berbagai masalah termasuk 
mengurus dan melindungi orang yang tidak cakap hukum. Sesuai dengan firman 
Allah swt dalam Q.S. At-Taubah (9): 71 
 َو َنُْىنِمْىُمْلاَو  ضَْعب َءَاِيلَْوا ُْمهُضَْعب ِتَانِمْىُملْا  
Terjemahnya: 
“Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka 
adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”2 
Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan 
berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak 
tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma 
berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti 
minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya 
                                                          
2
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 
Suci Al-Quran, 1993), h. 291. 
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berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat 
menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif 
dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan 
sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, 
padahal di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub 
aturan hukum tentang pencabulan.
3
 
Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan 
memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum 
dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar 
hukum yang bersifat preventif dan represif.  
Oleh karena itu pemerintah menindak lanjuti hal tersebut dengan 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, yang menjelaskan tentang anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan 
Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat 
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 
Penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan anak seharusnya hakim 
memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut 
baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam 
putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat 
kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi 
yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-
benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, sanksi 
                                                          
3
http://group.yahoo.com/group/FORUM_FHUNSIKA/Message/127, terakhir kali diakses 
pada Tanggal 12 Mei 2012. 
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tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak 
akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar 
tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup 
berat. 
Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan 
pemidanaan.
4
 Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana 
bukanlah sekedar masalah tehnis perundang-undangan semata, melainkan ia 
bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu 
sendiri.
5
 
Bertitik tolak dari berbagai fenomena kejahatan terhadap anak yang terjadi 
khususnya pencabulan yang terjadi di kota Makassar, yang perlu diperhatikan 
khusus dikalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar mampu menerapkan hukum 
sesuai dengan yang diharapkan dengan menunjukkan langkah-langkah yang 
proaktif dalam melakukan perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
tersebut dengan judul: Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (studi 
kasus di Pengadilan Negeri Makassar).  
 
                                                          
4
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 98. 
5
M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track System 
& Implementasinya (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5. 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang 
menjadi pokok masalah “sejauhmana pemidanaan terhadap pelaku pencabulan 
anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar), yang diuraikan sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan  anak 
pada putusan No: 1485/Pid.B/2010/PN.Mks.? 
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap perbuatan pencabulan anak ? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional Penelitian  
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian 
beberapa variable yang dianggap penting. 
1. Pemidanaan adalah pemberian atau penjatuhan hukuman atau pidana 
oleh hakim.
6
 
2. Pelaku adalah orang yang melakukan.7 
3. Pencabulan berasal dari kata cabul, cabul adalah segala macam wujud 
perbuatan yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang 
berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat 
merangsang nafsu seksual.
8
 
                                                          
6
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: PT. 
Refika Aditama, 2006), h. 6. 
7
Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional & Indonesia (Wipress, 2007), h. 335. 
8
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2002),h. 135. 
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4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9
 
Pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak adalah penjatuhan pidana 
oleh hakim terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang 
dilakukan mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian 
tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual terhadap anak. 
2. Ruang lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri 
Makassar, judul skripsi ini mengembangkan bagaimana hukuman atau sanksi 
kepada pelaku pencabulan terhadap anak. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam tinjauan pustaka penulis akan memberikan penjelasan tentang 
keterkaitan antara masalah pokok yang akan diuji dengan beberapa teori yang ada 
dalam literatur yang digunakan. Adapun masalah pokok yang penulis angkat 
dalam skripsi ini yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak (studi 
kasus di  Pengadilan Negeri Makassar). Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus 
pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan 
dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. M. Sholehuddin dalam bukunya Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide 
Dasar Double Track System dan Implementasinya), dalam buku ini 
menjelaskan tentang sanksi pidana dan tindakan serta implementasinya 
                                                          
9
Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak (Cet. I; Yogyakarta: Galang Press,1999), h. 12. 
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dalam produk legislatif. Juga membahas lebih mendalam bagaimana 
seharusnya ke depan dalam menghadapi permasalahan yang berorientasi 
pada perbuatan dan pelaku, di mana stetsel sanksinya tidak hanya meliputi 
pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan yang secara relatif 
lebih bermuatan pendidikan. Buku tersebut belum menjelaskan tentang 
sanksi terhadap pelaku pencabulan anak, hanya membahas sistem sanksi 
secara umum. 
2. Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana, dalam buku ini yang dapat 
penulis tangkap adalah pengertian, asas-asas, tindak pidana, dan jenis-jenis 
hukuman atau sanksi, buku ini tidak menjelaskan tentang pencabulan 
hanya menjelaskan tentang garis-garis besar tindak pidana. 
3. Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, 
pada buku ini pencabulan diuraikan lebih rinci pada bab 1V, yakni 
kejahatan kesusilaan mengenai perbutan cabul, arti dari pencabulan, tindak 
pidana pencabulan beserta sanksinya dan unsur-unsur dari kejahatan 
perbuatan cabul termasuk unsur obyektif dan unsur subyektif. 
Menjelaskan bahwa perbuatan cabul termasuk dalam kejahatan kesopanan 
di bidang kesusilaan (290) kejahatan-kejahatan yang obyek kejahatannya 
berupa kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah rasa kesusilaan 
masyarakat (yang berhubungan dengan seksual). Buku ini sudah 
menjelaskan apa itu pencabulan, serta sanksi yang sesuai dengan 
perbuatan tersebut. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan  
Setiap melakukan suatu penelitian, tentu peneliti memiliki tujuan 
tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan  
anak pada putusan No: 1485/Pid.B/2010/PN.Mks. 
b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perbuatan pencabulan 
anak. 
2. Kegunaan  
Dapat kita ketahui bahwa kegunaan penelitian terbagi atas 2 bagian: 
a. Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan agar 
dapat memperoleh penjelasan bagaimana penerapan sanksi terhadap orang 
yang melakukan pencabulan anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian 
ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya ilmu pengetahuan hukum perlindungan anak di Indonesia. 
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan 
bahan kajian bagi penegak hukum sehingga dapat memperluas ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam tindak pidana pencabulan anak, dan untuk 
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mengetahui sanksi apa yang sesuai bagi pelaku yang melakukan perbuatan 
tersebut. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin 
mengetahui dan mendalami masalah-masalah tindak pidana pencabulan anak. 
F. Garis Besar Isi Skripsi 
Pada bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari 
pembahasan skripsi ini, yakni: 
Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, tujuan dan 
kegunaan penelitian dan garis-garis besar isi skripsi. Akumulasi akar masalah 
dari pemidanaan kasus pencabulan dan pertimbangan dari setiap putusan. 
Bab II menjelaskan tentang berbagai hal yang menyangkut 
pemidanaan, tentang tindak pidana pencabulan sebagai delik kesusilaan dan 
perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. 
Bab III membahas tentang metodelogi penelitian, menjelaskan tentang 
jenis penelitian, jenis pendekatan, pengumpulan data, dan pengelolaan dan 
analisis data. 
Bab IV membahas tentang putusan hakim dalam tindak pidana 
pencabulan dan pandangan Islam terhadap perbuatan pencabulan anak. 
Bab V membahas tentang kesimpulan, saran dan implikasi dari 
penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Tentang Tujuan Pemidanaan 
1. Teori dan Tujuan Pemidanaan 
Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum 
pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana di 
tujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. 
Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. 
Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 
Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 
ayat (1) KUHAP).
1
  
 Ada tiga teori dan tujuan pemidanaan  
1. Teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie) 
Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu 
sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang 
lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku juga harus diberi 
penderitaan. Para pakar penganut teori ini, antara lain:
2
 
 
 
                                                          
1
Bambang Waluyo, Hukum Pidana (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 86. 
2
Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 
105. 
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a. Immanuel Kant 
Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar 
hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah 
menimbulkan penderitaan pada oarang lain, sedangkan hukuman itu 
merupakan tuntutan yang mutlak (absolute) dari hukum kesusilaan. Di sini 
hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis. 
b. Hegel 
Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan 
kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap 
hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman 
merupakan dialectische vergelding. 
c. Herbart 
Menurut pakar ini, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak 
pada orang lain. Untuk melenyapkan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus 
diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas. 
d. Stahl 
Pakar ini mengajarkan bahwa hukum adalah sesuatu yang 
diciptakan Tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap 
perikeadilan Tuhan, untuk menindaknya negara diberi kekuasaan sehingga 
dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan. 
e. Jean Jacques Rousscau 
Pokok pangkal pemikiran Rousscau adalah bahwa manusia 
dilahirkan dengan memiliki hak dan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, 
13 
 
 
 
manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di dalam pergaulan 
itu jika setiap orang ingin mempergunakan hak dan kemerdekaannya 
secara penuh, akan timbul kekacauan. Untuk menghindarkan kekacauan 
itu, setiap orang di batasi hak dan kemerdekaannya. Artinya, setiap orang 
menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada negara. Dengan 
diperolehnya hak-hak itu, negara harus dapat mengancam setiap orang 
yang melanggar peraturan. Jadi, setiap hukuman telah disetujui oleh semua 
orang termasuk pelaku kajahatan. 
2. Teori maksud atau tujuan (relatieve/doeltheorie) 
Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan 
maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan 
masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang 
secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah 
(prevensi) kajahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, 
yakni: 
a. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada umum yang 
disebut prevensi umum (algemene preventie). Hal ini dapat 
dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan 
pelaksanaan (eksekusi) hukuman; 
b. Ada yang berpendapat agar prevensi ditujukan kepada orang yang 
melakukan kejahatan itu (speciale preventie). 
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Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah 
kejahatan di antaranya dengan cara:
3
 
1. Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum; 
2. Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak      
mengulangi perbuatannya; 
3. Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup. 
Kemudian muncul teori relatif modern yang antara lain diutarakan. 
Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons. Mereka mengutarakan bahwa 
untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang 
mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur 
hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan 
agar mereka dapat hidup aman dan tenteram.  Untuk itu, negara menjamin 
agar peraturan-peraturan itu senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi 
hukuman pada pelanggarnya.
4
 
3. Teori Gabungan (verenigingstheorie) 
Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. 
Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah 
untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan 
memperbaiki pribadi si penjahat. 
Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pemidanaan adalah:
5
 
a. Menjerakan penjahat; 
                                                          
3
Ibid., h. 106. 
4
Ibid. 
5
Ibid., h. 107. 
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b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat; 
c. Memperbaiki pribadi si penjahat. 
2. Dasar Penjatuhan Pidana 
Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh 
terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur 
dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bunyinya sebagai berikut: 
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.6 
Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang 
disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya sebagai berikut: 
“Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.7 
Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang 
diduga melanggar peraturan hukum pada proses persidangan mempunyai 
kebebasan terutama dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu kebebasan 
hakim itu dapat berwujud : 
1. Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan. 
2. Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang terbukti atau 
tidaknya kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP). 
Undang-undang memberikan syarat-syarat yang berat untuk dapatnya 
hakim menjatuhkan pidana bagi seseorang. Syarat-syarat tersebut adalah : 
                                                          
6
Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7
Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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a. Karena pembuktian yang sah menurut undang-undang. 
b. Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua 
alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP. 
c. Adanya keyakinan hakim. 
d. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dianggap bertanggung jawab. 
e. Adanya kesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri 
pelaku tindak pidana tersebut. 
3. Bebas dalam menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada 
seseorang. Hakim bebas bergerak dari minimum sampai maksimum 
khusus, dan bebas memilih pidana mana yang akan dijatuhkan dalam hal 
undang-undang mengancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. 
3. Faktor-faktor yang Diperhatikan Dalam Penjatuhan Pidana 
Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin 
tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, 
bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. 
Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana 
adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya 
lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan 
kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan 
akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal  
mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. 
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Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-
faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua 
hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan.  
a. Hal-Hal Yang Memberatkan Pidana 
Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan 
memberatkan pidana yaitu: 
1. Sedang memangku suatu jabatan atau ambtelijkh hodaningheid (pasal 52 
KUHP).
8
 
2. Pengulangan atau resisive (Titel 6 buku 1 KUHP). 
3. Gabungan samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP).9 
Hal-hal yang memberatkan pidana menurut ketentuan dalam 
california’s Sentencing Rule adalah sebagai berikut: 
a) Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat dan dilakukan 
secara keji. 
b) Terdakwa menggunakan senjata dan si korban terluka. 
c) Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia 
merupakan pimpinannya. 
d) Korban berjumlah lebih dari satu. 
e) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses peradilan 
dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang. 
                                                          
8
Lihat Pasal 52 KUHP. Republik Indonesia (Bogor: Politeia, 1986), h. 67. 
9
Lihat Pasal 65 dan 66 KUHP. Ibid., h. 82-83. 
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f) Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan 
anak-anak yang belum dewasa. 
g) Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan/atau 
menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan itu. 
h) Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan-kejahatan lain 
dimana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman 
secara berturut-turut, yakni hanya dikenakan satu hukuman. 
i) Pelaksanaan kejahatan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya 
perencanaan terlebih dahulu. 
j) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk 
melakukan kejahatan. 
k) Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa:10 
a. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu 
tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi 
masyarakat. 
b. Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang 
terdahulu menunjukan peningkatan tindak kejahatan. 
c. Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain dan/atau pada 
waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan. 
d. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan 
tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang 
memuaskan. 
                                                          
10
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontenporer (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2007), h. 222. 
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Apabila dihubungkan dengan praktik yang terjadi di Pengadilan, 
tampak ada hal yang dipertimbangkan Pengadilan sebagai hal yang 
memberatkan antara lain:
11
 
a) Berbelit-belit dalam memberikan jawaban. 
b) Tidak menyesali perbuatan. 
c) Mengingkari perbuatannya. 
d) Perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan. 
e) Berpendidikan/berstatus di masyarakat. 
f) Perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat. 
g) Melarikan diri setelah melakukan kejahatan. 
h) Residivis/telah berkali-kali melakukan kejahatan. 
i) Berbuat dengan sengaja. 
j) Telah menikmati hasilnya. 
b. Hal-Hal Yang Meringankan Pidana 
KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang  meringankan 
pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat 
meringankan pidana, yaitu: 
a) Percobaan (Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) KUHP).12 
b) Membantu atau medeplichtgheid (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP).13 
c) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47 KUHP).14 
                                                          
11
Ibid., h. 224. 
12
Lihat Pasal 53 Ayat (1), (2) dan (3) KUHP. Republik Indonesia, op. cit., h. 68. 
13
Lihat Pasal 57 Ayat (1) dan (2) KUHP. Ibid., h. 76. 
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Berikut akan dikemukakan hal-hal yang meringankan pidana yang 
ditemukan di dalam putusan Pengadilan selama ini, antara lain:
15
 
a) Usia muda; 
b) Belum pernah melakukan kejahatan; 
c) Mengaku terus; 
d) Menyesali perbuatannya; 
e) Keluarga dan lingkungan yang rusak; 
f) Masih bekerja/kuliah; 
g) Berlaku sopan; 
h) Usia lanjut dan fisik lemah; 
i) Menanggung tanggungan anak. 
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan sebagai Delik Kesusilaan 
a.  Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli hukum 
1. Moeljatno 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut.
16
 
2. R.Tresna 
                                                                                                                                                               
14
Lihat Pasal 47 KUHP. Ibid., 62-63. 
15
Rusli Muhammad, op. cit., h. 227. 
16
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59. 
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Walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau 
memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau 
menarik definisi yang menyatakan bahwa “tindak pidana” itu adalah 
sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
17
 
3. Wirjono Prodjodikoro 
Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana lebih menunjuk 
kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan 
manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan 
sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan 
peristiwa alam.
18
 
Setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka penulis 
menyimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan 
yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 
pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan 
yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh 
hukum). 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang 
telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah 
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melanggar beberapa unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat 
dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan 
unsur yang bersifat obyektif. 
1) Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” 
kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
umumnya para pakar telah menyetujuai bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 
bentuk, yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantulis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kealpaan terdiri terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: 
1. Tak berhati-hati; 
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
2) Unsur objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa:
19
 
1) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
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2) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan  yang 
mendiamkan atau membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, 
badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan 
itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
c. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan 
1. Kejahatan Mengenai Perbuatan Menyerang Kehormatan Kesusilaan 
   Hal ini dirumuskan dalam Pasal 289 yang selengkapnya berbunyi: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.20 
 Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur 
berikut: 
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a. Perbuatannya: memaksa; 
b. Caranya: dengan: 
1) Kekerasan; 
2) Ancaman kekerasan. 
c. Objeknya: seorang untuk: 
1) Melakukan; atau 
2) Membiarkan dilakukan. 
2. Perbuatan Cabul Terhadap Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas 
Tahun dan Lain-Lain 
Hal ini dirumuskan dalam Pasal 290 sebagai berikut: 
 Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal 
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 
lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum 
waktunya untuk dikawin; 
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 
harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 
tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh 
diluar perkawinan dengan orang lain.
21
 
 
Tiga bentuk kejahatan di atas dirumuskan dalam butir 1, 2 dan 3 
1. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Objeknya: dengan seorang; 
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c. Dalam keadaan: 
1) Pingsan; atau 
2) Tidak berdaya; 
b) Unsur subjektif: 
Diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak 
berdaya. 
2. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Objeknya: dengan seorang; 
c. Yang: 
1) Umurnya belum lima belas tahun, atau 
2) Jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk 
dikawin. 
 
b) Unsur subjektif 
Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 
lima belas tahun. 
3. Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: membujuk; 
b. Objeknya: orang yang: 
26 
 
 
 
1) Umurnya belum lima belas tahun; atau 
2) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin; 
c. Untuk:  
1) Melakukan perbuatan cabul; 
2) Dilakukan perbuatan cabul; atau 
3) Bersetubuh diluar perkawinan 
b) Unsur subjektif: 
Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak 
jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. 
3. Perbuatan Cabul Sesama Kelamin (homoseksual) 
 Hal ini dirumuskan dalam Pasal 292 yang rumusannya sebagai berikut: 
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama 
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.22 
Pada pasal ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Si pembuatnya: oleh orang dewasa; 
c. Objeknya: pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. 
b)  Unsur-unsur subjektif: 
1) Yang diketahuinya belum dewasa; atau 
2) Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa. 
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4.  Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan  
Cabul. 
Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 293, sebagai berikut: 
1. Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau 
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik 
tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 
selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun. 
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya 
dilakukan kejahatan itu. 
3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
23
 
Rumusan tentang kejahatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk 
berbuat cabul, terdapat dalam ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: menggerakkan; 
b. Cara-caranya:  
1) Memberi uang atau barang; 
2) Menjanjikan memberi uang atau barang; 
3) Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan; 
4) Penyesatan. 
c. Objeknya: orang yang belum dewasa; 
d. Yang baik tingkah lakunya; 
e. Untuk: 
1) Melakukan perbuatan cabul; 
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2) Dilakukan perbuatan cabul dengannya. 
b)  Unsur subjektf 
       Diketahuinya atau selayaknya harus diduganya tentang belum   
kedewasaannya. 
5. Perbuatan Cabul Terhadap Anak, Anak Tirinya, dan Lain Sebagainya. 
 Hal ini dirumuskan dalam Pasal 294 yang selengkapnya sebagai berikut: 
(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, 
anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya 
ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama: 
1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena 
jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya 
dipercayakan atau diserahkan kepadanya; 
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, 
tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah sakit, rumah piatu, 
rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
24
 
 
Kejahatan ayat (1) mempunyai unsur-unsur berikut: 
    a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: perbuatan cabul; 
b. Objek: Dengan: 
1) Anaknya yang belum dewasa; 
2) Anak tirinya yang belum dewasa; 
3) Anak angkatnya yang belum dewasa; 
4) Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa; 
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5) Pembantunya yang belum dewasa; 
6) Bawahannya yang belum dewasa. 
Kejahatan butir 1 ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Subjek hukum/pembuatnya: seorang pejabat; 
b. Perbuatan: melakukan perbuatan cabul; 
c. Dengan: 
1) Bawahannya karena jabatan; 
2) Orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya; 
 Kejahatan butir 2 ayat (2). Memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
a. 1) Seorang pengurus; 
         2) Seorang dokter; 
         3) Seorang guru; 
 4) Seorang pegawai; 
5) Seorang pengawas; 
6) Seorang pesuruh; 
b. 1) Dalam penjara; 
2) Tempat pekerjaan negara; 
3) Tempat pendidikan; 
4) Rumah piatu; 
5) Di rumah sakit; 
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6) Di rumah sakit jiwa; 
7) Di lembaga sosial; 
c. Perbuatannya: perbuatan cabul. 
d. Objek: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya. 
6. Kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak 
angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa 
Hal ini dirumuskan dalam Pasal 295, sebagai berikut: 
(1) Diancam: 
1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa yang 
dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah 
pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa, 
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya deserahkan 
kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum 
cukup umur, dengan sengaja memyebabkan dan mempermudah 
perbuatan cabul dengannya. 
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang 
dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang 
disebutkan dalam butir I tersebut di atas yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan 
sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul 
tersebut. 
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau 
kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.
25
 
Dalam pasal ini ada dua rumusan kejahatan kesusilaan pencabulan, yaitu 
dirumuskan pada ayat (1) butir 1 dan 2. 
1. Rumusan pada butir 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya:  
1) Menyebabkan perbuatan cabul; 
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2) Memudahkan perbuatan cabul; 
b. Objek:  
1) Oleh anaknya yang belum dewasa; 
2) Oleh anak tirinya yang belum dewasa; 
3) Oleh anak angkatnya yang belum dewasa; 
4) Oleh anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa; 
5) Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa; 
6) Oleh pembantunya yang belum dewasa 
7) Oleh bawahannya yang belum dewasa; 
c. Dengan orang lain; 
b) Unsur subjektif 
        Dengan sengaja. 
2. Rumusan pada butir 2, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Unsur-unsur objektif 
a. Perbuatan:  
1) Menyebabkan perbuatan cabul; 
2) Memudahkan perbuatan cabul; 
3) Oleh orang yang belum dewasa. 
b) Unsur-unsur subjektif 
1) Dengan sengaja; 
2) Yang diketahuinya belum dewasa; 
3) Yang sepatutnya diduga belum dewasa. 
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7. Kejahatan Menyebabkan dan Memudahkan Perbuatan Cabul 
Hal ini dirumuskan dalam Pasal 296 yang selengkapnya adalah sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 
cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 
pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.26 
Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: 
1) Menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul; 
2) Mempermudah dilakukannya perbuatan cabul; 
b. Objek: oleh orang lain dengan orang lain; 
c. Yang dijadikanya:  
1) Sebagai pencaharian; 
2) Sebagai kebiasaan; 
b) Unsur- subjektif: 
    Dengan senagaja.                        
d. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Sebagai Delik Kesusilaan 
Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, 
baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain 
mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya 
yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-ngelus atau 
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menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut 
seorang perempuan dan sebagainya.
27
 
KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu 
sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam 
rancangan KUHP sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping 
kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari 
pengertian bersetubuh, yakni perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat perempun, 
di mana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis 
mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara 
itu apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk 
spermanya sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi 
perbuatan cabul. 
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, 
yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman 
hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun 
perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, 
namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan 
cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari 
pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang 
ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 
“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah 
ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya 
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pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 
sendiri”.28 
Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar 
KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limas belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah).  
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.
29
 
Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: 
 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. 30 
 
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana   
Pencabulan 
a. Pengertian anak 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak 
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sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi 
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
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Hukum kita terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai 
akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia sendiri-sendiri 
mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak 
tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai 
dengan bidang yang diaturnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang 
telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain: 
1) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak 
Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
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2) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata 
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Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang 
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua 
puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. 
3) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam 
kandungan.
33
 
4) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
34
 
5) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang 
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
35
 
6) Undang-Undang tentang Perkawinan 
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah 
mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun.
36
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b. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 
Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena sosial 
yang memerlukan perhatian kita semua. Dalam kasus yang akhir-akhir ini terjadi, 
mulai dari penganiayaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan 
yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi. 
Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, 
merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, 
eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental serta sosialnya.
37
 
Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk 
meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan 
tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak 
dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam undang-undang 
tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat 
menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat 
diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh 
orang tua. 
Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang 
Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang diharapkan dapat membantu anak 
yang berada dalam proses hukum, tetap untuk mendapatkan hak-haknya. 
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Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 
(2) dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
38
 
Pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa 
penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
39
 
1. Non diskriminasi. 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak 
dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah 
memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
40
 
1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan 
anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan 
dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak 
secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalah yang 
berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. 
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2) Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga 
negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan 
pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional. 
3) “Kerjasama dan kordinasi” diperlukan dalam melancarkan kegiatan 
perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat 
antara para partisipan yang bersangkutan. 
4) Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan 
mendukung kegiatan perlindungan anak. 
5) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan 
yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang 
mengatur masalah perlindungan anak. 
6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai 
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 
7) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan 
kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri 
dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif 
dalam kegiatan perlindungan anak. 
8) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa 
tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya 
penimbulkan penderitaan, kerugian pada para pertisipan tertentu. 
9) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak 
dan kewajiban asasinya. 
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Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari 
perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. 
Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman 
terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi 
berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan.
41
 
Oleh sebab itu para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu 
melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah 
sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan 
atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk 
mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang 
tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat 
juga menggunakan sarana yang non penal. 
a. Upaya Penal  
Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya 
kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu 
tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan 
kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana 
bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan 
kejahatan. Dengan diberikannya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan 
perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur 
ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman 
yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta 
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pertanggungjawabannya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 
sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia 
itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan 
sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan 
dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam 
kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang.
42
  
Penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur 
melalui upaya penal dilakukan secara represif. Penanggulangan kejahatan yang 
bersifat represif, maksudnya adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan 
memberikan tekanan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu 
tidak terjadi lagi. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif ditujukan pada 
pelaku kejahatan tersebut, yang dimulai dengan usaha penangkapan, pengusutan 
di peradilan, dan penghukuman. Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah 
berupa tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadi kejahatan dengan 
memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan/kesalahan yang 
dilakukan oleh si pelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta 
pertanggungjawaban atas perbuatannya.  
Oleh sebab itu, dalam tindakan penanggulangan kejahatan secara penal ini 
peranan polisi, jaksa, dan hakim sangatlah penting. Pihak kepolisian perlu 
mengembangkan sistem responnya yang cepat dan tepat apabila mendapat laporan 
mengenai tindakan-tindakan kriminal. Setelah itu mengadakan pengusutan dengan 
kerjasama dari anggota masyarakat sehingga dapat mengajukan ke Pengadilan 
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untuk mendapatkan pembuktian, yang obyektif demi terciptanya keadilan bagi 
masyarakat. Upaya penanggulangan secara penal ini dalam kejahatan perkosaan 
terhadap anak di bawah umur diharapkan kepada pelaku dihukum lebih berat lagi 
karena terkadang pelaku dapat juga bebas. 
b. Upaya Non Penal 
Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 
kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan 
sarana penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Penanggulangan 
secara non penal maksudnya adalah penanggulangan dengan tidak menggunakan 
sanksi hukum, yang berarti bahwa penanggulangan ini adalah penanggulangan 
kejahatan yang lebih bersifat preventif.
43
 Usaha-usaha non penal bisa berupa 
penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung 
jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui 
pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha dan kesejahteraan 
anak remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi 
dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat 
meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. 
c. Upaya Preventif 
Penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur dapat 
dilakukan dengan cara yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya 
penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang 
bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Kejahatan dapat dikurangi 
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dengan melenyapkan faktor-faktor penyebab kejahatan itu sebab bagaimanapun 
kejahatan tidak akan pernah habis. Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan 
tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas 
lebih baik dan lebih ekonomis dari pada tindakan represif.
44
 Disamping itu usaha 
pencegahan dapat mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab 
terhadap sesama anggota masyarakat.  
Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti 
antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif, dalam hal perkosaan 
khususnya perkosaan terhadap anak di bawah umur, seperti memberikan 
perlindungan terhadap anak karena anak merupakan orang yang paling mudah 
dibujuk dan selain itu anak belum dapat memberontak seperti yang dilakukan oleh 
orang-orang dewasa. Penanggulangan secara non penal kejahatan perkosaan 
terhadap anak di bawah umur adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi 
anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak dimasa depan. 
d. Upaya Reformatif 
Upaya reformatif adalah segala cara pembaharuan atau perbaikan kepada 
semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undang-
undang. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis atau kejahatan 
ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya 
adalah menuju kepada kesembuhan, sehingga si pelaku kejahatan dapat menjadi 
manusia yang baik kembali. Upaya reformatif ini dilakukan setelah adanya upaya-
upaya yang lain serta upaya ini bertujuan mengembalikan atau memperbaiki jiwa 
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si penjahat kembali, yang mana untuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak di 
bawah umur dapat dilakukan dengan metode reformatif dinamik (dalam hal ini 
metode klasik dan metode moralisasi) serta metode profesional service. Melalui 
metode reformatif dinamik, metode yang memperlihatkan cara bagaimana 
mengubah penjahat dari kelakuannya yang tidak baik, terdapat metode klasik 
dengan jalan memberikan hukuman yang berat.
45
 
Mengingat hukuman yang berat semata-mata tidak mengubah tingkah laku 
penjahat itu sendiri, metode moralisasi diterapkan dengan jalan memberikan 
bimbingan dan khotbah-khotbah keagamaan di dalam penjara sehingga dapat 
merubah perilakunya untuk menginsyafi semua perbuatannya yang tidak terpuji 
dan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan terkutuk tersebut dikemudian 
hari. Sedangkan melalui metode profesional service, diharapkan Pengadilan dan 
penjara mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional yang membantu di dalam 
peyelidikan sehingga mendapatkan penilaian yang obyektif terhadap keadaan si 
terdakwa. 
Selain itu, dalam rangka untuk lebih memberi rasa keadilan bagi korban, 
para hakim seyogyanya mempertimbangkan pemberian ganti kerugian terhadap si 
korban dalam tuntutannya, karena merupakan suatu hal yang wajar apabila 
penderitaan atau kepedihan yang menimpa si korban diinginkan dengan diberi 
kemungkinan mendapat penggantian kerugian.
46
 
Sehubungan dengan pentingnya perlindungan dan perlakuan yang baik 
terhadap korban tindak kejahatan, Arif Gosita berkomentar sebagai berikut: 
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Adalah wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai pancasila dan 
kitab undang-undang hukum acara pidana yang juga memperhatikan 
kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, 
benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada 
para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan dengan 
berbagai cara. Apabila para pelaku dan para residivies yang pernah 
melakukan kejahatan mendapat pelayanan demi peri kemanusiaan, maka 
para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan 
pelayanan juga.
47
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Menurut Soejono Soekanto, istilah metode mengandung arti “ jalan ke”, 
tetapi menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-
kemungkinan sebagai berikut:
1
 
1. suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian; 
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 
3. cara tertentu untuk melakukan. 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan.“Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan 
pengetahuan yang disebut ilmu.” “Tidak semua pengetahuan dapat disebut 
ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus 
memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode 
ilmiah.”2 
A. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok 
tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 
dengan gejala lain dalam masyarakat. 
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B. Jenis Pendekatan  
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif 
(hukum positif) dan teologi normatif syar’i’ (hukum Islam), pendekatan 
yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-
prinsip dan berdasarkan data kepustakaan atau library research. Penelitian 
ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan 
perundang-undangan, keputusan dan hukum Islam. 
Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini 
disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-
asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-
kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang 
artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.
3
Pendekatan terhadap 
hukum yang normatif, mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum 
sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu 
waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang 
berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit. 
C. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan 
data primer dan sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau 
penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan 
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langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara  dan tanya jawab 
pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih 
jelas.Tujuannya adalah untuk mecapai kewajaran secara maksimal sehingga 
memudahkan memperoleh data secara mendalam. Berkaitan dengan hal 
tersebut diatas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu 
wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research 
atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan publikasi lainnya. 
a. Jenis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif 
yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk 
mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna. 
b. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data pustaka atau 
library research dan data lapangan atau field research. 
1. Data pustaka melalui Library research, dengan melalui penelitian 
melalui perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, 
mempelajari, mentransfer dari buku-buku, makalah-makalah seminar, 
peraturan-peraturan dan bahan perkuliahan untuk mendukung 
terlaksananya penulisan skripsi ini. 
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a) Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan 
redaksinya. 
b) Kutipan Tidak Langsung 
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara 
memformulasikan kedalam susunan redaksi yang baru, tanpa 
sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang 
lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut 
tetap sama. 
2. Data lapangan melalui Field research, dengan cara penelitian yang 
dilakukan dengan melihat langsung kondisi yang sebenarnya di 
lapangan melaluai wawancara kepada orang yang bersangkutan dalam 
hal penanganan kasus pencabulan beserta korban, pelaku, dan 
mengambil bahan-bahan tulisan yang berupa data-data yang dapat 
digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini. 
c. Tehnik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik pengumpulan 
data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
1) Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
50 
 
 
 
antara pewancara dengan responden/ orang yang diwawancarai.
4
 
Penulis memperoleh keterangan dengan mewawancarai: 
a. Natan Lambe, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) 
b. Mahyuti, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) 
c. Makmur, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar). 
2) Dokumentasi adalah teknik untuk pengumpulan data dengan cara 
melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan 
keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang 
bersangkutan. 
3) Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 
dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 
langsung.
5
 
4) Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada.
6
 
d. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena 
itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh 
penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun 
kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk 
meneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data. 
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
e. Prosedur Penelitian 
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh nomor putusan 
dan tentang tindak pidana pencabulan anak dari Pengadilan Negeri 
Makassar yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Informan 
pertama ditentukan oleh penulis sendiri sampai akhirnya semua data yang 
diperlukan terkumpul. 
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah editing data 
dan koding data, pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai 
proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. 
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 Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan. 
Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam 
penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok 
pangkal bahasan masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu. 
b. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak 
positif dan negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif adalah 
berkembangnya pembangunan perekonomian di Indonesia. Perkembangan 
pembangunan perekonomian tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam 
usahanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang memerlukan situasi dan 
kondisi yang aman dan tertib. Usaha mewujudkan keamanan dan ketentraman 
bagi masyarakat, pemerintah telah melaksanakan usaha penanggulangan terhadap 
setiap gangguan keamanan, baik yang bersifat pencegahan atau preventif dengan 
cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, maupun dengan 
penindakan atau represif menindak tegas setiap anggota masyarakat yang 
melakukan gangguan keamanan atau tindak pidana. Sedangkan dampak negatif 
yang ditimbulkan antara lain yaitu semakin berkembang dan variasi pula tindak 
pidana yang terjadi. 
Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang 
dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekwensi hukum berupa 
sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu 
tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan 
apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi 
pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat 
mengancam keseimbangan dalam masyarakat. 
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Menurut Mahyuti, S.H., Anak merupakan bagian dari generasi muda 
sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus 
cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat 
khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras 
serasi dan seimbang. Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu 
mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. 
Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama 
lingkungan diluar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti 
terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung 
jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan 
anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap 
anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak. 
Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negatif 
dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi 
di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta perubahan gaya hidup.
1
 
Masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh 
terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat 
dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak. Jika melihat 
arti penting anak bagi perkembangan pembangunan bangsa dan negara, 
                                                          
1
Maryuti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara Penulis Tanggal 10 Februari 
2012. 
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pemerintah perlu memberikan aturan secara formal dan materiil untuk 
pelaksanaan perlindungan anak. Salah satu peraturan yang mengatur tentang anak 
adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang 
Perlindungan Anak.( untuk selanjutnya disingkat UU No.23 Tahun 2002) 
Menurut Natan Lambe, S.H., Salah satu praktek seks yang dinilai 
menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual 
yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-
nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk 
membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. 
Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.
2
 
Menurut Makmur, S.H., M.H., kekerasan seksual merupakan istilah yang 
menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang 
menyimpang dan untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak 
sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang 
dialami anak–anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di 
Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan 
seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun 
juga cukup beragam.
3
  
A. Kasus Pencabulan di Pengadilan Negeri Makassar 
Pada pertengahan bulan juli terdakwa berkenalan dengan saksi Asriani 
Binti Kaharuddin melalui handphone sampai akhirnya menjalin hubungan 
                                                          
2
Natan lambe, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara Penulis Tanggal 10 
Februari 2012. 
3
Makmur, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara Penulis Tanggal 10 Februari 
2012. 
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pacaran. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke 
sekolah Asriani dengan cara terdakwa menelpon saksi Asriani untuk mengajak 
jalan-jalan kemudian saksi Asriani keluar dari kelas dan menemui terdakwa yang 
telah menunggu diluar halaman sekolah, tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua 
saksi Asriani, terdakwa mengajak saksi Asriani naik kesepeda motor terdakwa 
dan membawa saksi Asriani ke tempat kost milik terdakwa dijalan Rajawali. 
Selanjutnya pada malam hari terdakwa menyetubuhi saksi Asriani dengan 
cara terlebih dahulu mencium pipi dan bibir Asriani kemudian terdakwa membuka 
celana dalam Asriani setelah itu terdakwa membuka juga celanannya setelah 
batang kemaluan terdakwa sudah tegang kemudian memasukkan kedalam lubang 
kemaluan Asriani dengan menggoyang-goyangkan pantatnya sehingga terdakwa 
merasa nikmat dan air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kemaluan 
Asriani. Setelah melakukan perbuatan itu terdakwa mangatakan kepada saksi 
Asriani berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahinya. 
Selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2010 sekitar jam 20.30 wita 
terdakwa meninggalkan saksi Asriani dijalan Landak selanjutnya saksi Asriani 
menelpon kakaknya Irma untuk meminta dijemput dijalan Landak dekat rumah 
sakit Labuang Baji kemudian orang tua saksi Asriani langsung menjemputnya dan 
kemudian melapor ke kantor polisi dengan permintaan agar terdakwa diproses 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Akibat perbuatan terdakwa saksi Asriani mengalami luka robek pada 
selaput darah sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor: 
VER/29/VIII/2010/Rumkit tanggal 07 Agustus 2010 yang dibuat dan 
58 
 
ditandatangani oleh dr. Suzanna siegers P. Sp. OG pada dokter pemeriksa dirumah 
sakit Bhayangkara Mappa Oddang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Bagian tubuh tertentu, pada alat kelamin: tampak robekan baru diselaput dara 
pada arah jam tiga dan lima serta luka lecet diantara liang senggama dan ubur ada 
bekuan darah. 
-barang bukti 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, selanjutnya dikembalikan 
kepada saksi Asriani Binti Kaharuddin. 
Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1485/Pid. 
B/2011/PN. Mks, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan 
surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 85/Pel/Ep.1/10/2011 terhadap: 
Nama   : Herlin Alias Royal Bin Baharuddin Dg.Lira 
Tempat Lahir  : Makassar 
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 11 Juli 1983 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali I lr. 13 Kel. Panambungan Kota Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Pendidikan  : - 
Dalam kasus pada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1485/Pid.B/2011/PN. Mks, terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum 
dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut: 
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a. Dakwaan Pertama 
Bahwa ia terdakwa Herlin Alias Royal Bin Baharuddin Dg.Lira pada 
hari selasa tanggal 03 Agustus 2010 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2010 bertempat 
di MTS MDIA Madrasyah Madya Taqwa jalan Irian Lrg. 09 No. 08 Kec. Wajo 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk 
kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, 
membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Asriani Binti 
Kaharuddin yang masih berumur 12 (dua belas) tahun, tanpa dikehendaki 
orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannnya, dengan maksud 
untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun 
diluar perkawinan. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) ke-1 
KUHP: 
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa 
melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang 
tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu seniri 
dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, 
maupun tidak dengan nikah.”4 
Bahwa ia terdakwa Herlin Alias Royal Bin Baharuddin Dg.Lira pada 
hari selasa tanggal 03 Agustus 2010 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2010 bertempat 
di MTS MDIA Madrasyah Madya Taqwa jalan Irian Lrg. 09 No. 08 Kec. Wajo 
Kota Makassar atau setidak-tidaknya di sustu tempat yang masih termasuk 
                                                          
4
Lihat Pasal 332, KUHP. Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal 
(Bogor: Politeia, 1988), h. 236. 
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kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan , atau membujuk 
anak yaitu Asriani Binti Kaharuddin yang masih berumur 12 (dua belas) tahun 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU 
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan 
atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.5 
Dari fakta-fakta tersebut diatas apakah sudah cukup beralasan untuk 
menyatakan terdakwa bersalah sehingga dijatuhi hukuman? 
Untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman haruslah 
terbukti dakwaan penuntut umum yang dususun dalam bentuk alternatif dimana 
dakwaan kesatu melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan atau 
kedua melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak. Oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka majelis 
akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat ataupun yang lebih relevan 
terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 
Setelah mencermati fakta-fakta hukum dari tindak pidana yang dilakkan 
oleh terdakwa yang terungkap dipersidangan, majelis berkesimpulan lebih tepat 
dan lebih relevan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang melanggar pasal 
81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-
unsurnya sebagai berikut: 
                                                          
5
Lihat Pasal 81, Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, op. 
cit., h. 34. 
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1. Unsur: setiap orang. 
2. Unsur: Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang ain; 
Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-
unsur tersebut sebagai berikut: 
Unsur: setiap orang 
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Herlin Aia Royal Bin 
Baharuddin Dg.Lira telah diajukan oleh penuntut umum dengan identitasnya yang 
lengkap sebagaimana didalam surat dakwaan, dan dari fakta dipersidangan telah 
ternyata bahwa terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang 
diajukan kepada terdakwa, dan demikian jga tidak ditemukan adanya kesalahan 
orang sebagai pelaku yang dimaksudkan didalam surat dakwaan, sehingga dengan 
demikian terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum; 
Unsur: dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohonhan atau 
membujuk anak melalukan persetubuhan dengannya atau orang lain. 
Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan unsur tersebut diatas adalah 
suatu tindakan pelaku tindak pidana untuk memperdaya ataupun memudahkan 
niatnya/tujuannya untuk melakukan suatu perbuatannya kepada korban, sehingga 
korban terperdaya dan mengikuti kemauan pelaku; 
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Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana 
keterangan saksi koraban Asriani maupun keterangan terdakwa yang 
menerangkan bahwa ketika saksi korban Asriani akan menghubungi orang lain 
lewat handphone miliknya ternyata yang terhbung adalah terdakwa, sehingga 
melakukan pembicaraan dengan saksi korban Asriani; 
Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta dipersidangan ternyata pada 
hari selasa tanggal 03 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 wita menjemput saksi 
korban Asriani kesekolahnya dan mengajak saksi korban jalan-jalan, dan sekitar 
pukul 12.00 wita (malam) terdakwa mengajak saksi korban untuk tinggal dirumah 
terdakwa; 
Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, saksi korban tidur bersama 
dengan terdakwa dan isteri terdakwa didalam satu tempat tidur, dan siang harinya 
ketika isteri terdakwa tidak ada berda dirumah, terdakwa membjuk saksi korban 
Asriani untuk melakukan persetubuhan, sehingga terdakwa membuka celana 
dalam korban Asriani yang selanjutnya terdakwa membuka celananya.sehingga 
terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memasukkan kemaluannya 
kedalam kemaluan saksiAsriani sehingga terdakwa mersa nikmat dan tujuannya 
tercapai, akibatnya dari perbuatan terdakwa tersebut  terdapat robekan bar 
diselaput dara serta luka lecet diantara liang senggama sajksi korban sebagaimana 
hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum atas nama korban Asriani dan 
setelah terdakwa seesai melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan kepada 
saksi korban akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut; 
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Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebenarnya terdakwa 
menyadari bahwa saaksi korban masih di bawah umur atau masih berusia 12 
tahun sehingga dapat dikategorikan anak-anaka dan juga saksi korban masih 
duduk dikelas II SMP dan belum pantas untuk disetubuhi sehingga dengan 
demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum; 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan atau kedua 
tersebut telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum maka terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk 
melakukan peresetubuhan dengannya” oleh karena terdakwa harus dihukum 
sesuai dengan perbuatannya; 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
 Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Asriani Binti   Kaharuddin  
menimbulkan trauma yang berkepanjangan 
Hal-hal yang meringankan: 
 terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
 sterdakwa menyesali perbuatannya 
 Terdakwa belum pernah dihukum 
 Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang 
memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan hukuman terdakwa, dan 
sepanjang oemeriksaan perkara ini tidak ditemukan bagi diri terdakwa yang dapat 
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menghilangkan kesalahan maupun yang dapat menghapus hukuman terdakwa, 
maka lamanya hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah adil dan 
patut serta setimpal dengan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, sesuai 
dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa harus dihukum pula untuk 
membayar ongkos perkara; 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara berupa satu 
lembar celana dalam warna putih adalah milik saksi korban Asriani, maka brang 
bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Asriani; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bewrada dalam tahanan rumah 
tahanan negara maka sudah sepatutnya lamanya hukuman yang dijatuhkan akan 
dikurangkan sepenuhnya tehadap lamanya terdakwa berada dalam tahan tersebut; 
Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijathkan terhadap diri 
tedakwa melebihi masa penahanan terdakwa, maka sudah sepatutnya menurut 
hukum terdakwa harus dinyatakan tetap bertada dalam tahanan. 
Selanjutnya di dalam putusan pengadilan Negeri Makassar No. 
1485/Pid.B/2010/PN.Mks, memutuskan sebagai berikut: 
1) Menyatakan terdakwa Herlin Alias Royal Bin Baharuddin Dg.Lira terbukti    
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk 
anak melakukan persetubuhan dengannya”; 
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2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herlin Alias Royal Bin Baharuddin 
Dg.Lira tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda sebesar Rp. 60 juta rupiah  subsidar 2 (dua) bulan 
kurungan; 
3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4) Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana dalam warna putih 
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Asriani; 
6) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000-(seribu 
rupiah). 
  Dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Putusan 
No.1485/Pid.B/2010/PN.Mks. Diketahui bahwa majelis hakim memilih dakwaan 
kedua, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Setiap orang 
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengacu kepada subyek 
hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana dan 
tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan didepan 
hukum. Dalam hal ini adalah terdakwa Herlin Alias Royal Bin Baharuddin 
Dg.Lira yang identitasnya termuat dalam dakwaan. 
2. Secara tanpa hak melawan hukum dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain. 
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Menurut Makmur, S.H., M.H., membujuk disini adalah perbuatan 
mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan 
kehendaknya, pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat 
mengiming-imingi, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara 
psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari 
pada orang dewasa. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang 
dibujuk melakukan tiga perbuatan, yaitu: 
1. Dia melakukan perbuatan cabul; 
2. Dia membiarkan (pasif) dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya; 
3. Bersetubuh diluar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. 
Tetapi di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan 
erbuatan aktif murni dari anak itu.
6
 
Yang dimaksud dengan “tindakan melawan hukum” adalah tidak adanya 
kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan 
perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tersebut sebagaimana ditentukan 
oleh tertib aturan hukum. 
Menurut Prof. Moelyatno, S.H., unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
7
 
a. Unsur melawan hukum yang objektif 
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif 
yang menyertai perbuatan  
b. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan 
itu sendiri.   
                                                          
6
Makmur, op. cit. 
7
Teguh Pasetyo, op.cit., h. 51. 
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Dalam putusan ini penulis berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya” oleh karena itu terdakwa harus dihukum 
sesuai dengan perbuatannya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim, bahwa sebab 
dipilihnya dakwaan kedua yang melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak. Karena dianggap undang-undang tersebut lebih 
berat hukumannya dan ada batas minimal hukumannya sedangkan KUHP 
dianggap hukumannya lebih ringan. 
Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, majelis hakim memandang 
lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaiman yang tercantum dalam putusan 
dirasa cukup adil bagi terdakwa atas korban Asriani mengingat umurnya yang 
masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai anak-
anak. 
Dari putusan di atas penulis menangkap bahwa hakim menimbang pula 
bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi 
bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi para terdakwa agar dapat memperbaiki 
sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat 
terdakwa kembsli ketengah-tengah masyarakat, para terdakwa dapat menjadi 
pribadi yang lebih baik dan bertindak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. 
Namun pembalasan disini bukan hanya tujuan hukum semata, melainkan 
sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan 
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pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya 
menetapkan batasan-batasan dari pidana tidak boleh melampaui batas kesalahan si 
pembuat. 
Van Bemmelan menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, maka 
pencegahan main hakim sendiri tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam 
penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan, hanya saja 
penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batasan-batasan 
yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian 
kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping itu 
beratnya hukuman pidana boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak 
dengan alasan-alasan prevensi general apapun.
8
 
Setelah penulis melakukan penelitian kasus pencabulan dari tahun 2010-
2011 semakin meningkat, disebabkan kurangnya peranan orang tua dalam 
mengawasi anaknya dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Kesadaran 
seseorang bahwa suatu perbuatan melawan hukum itu dapat merugikan diri 
sendiri dan orang lain. Soejono Soekanto mengatakan empat unsur kesadaran 
hukum:
9
 
1) Pengetahuan tentang hukum; 
2) Pengetahuan tentang isi hukum; 
3) Sikap hukum; 
                                                          
8
Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Jambatani, 2003), h. 74. 
9
Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Yarsif Watampone, 
1998), h. 194. 
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4) Pola perilaku hukum; 
Untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dibutuhkan pula ketaatan 
hukum. Menurut H. C. Kelman, ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan 
kualitasnya dalam tiga jenis yaitu:
10
 
1) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 
aturan karena itu takut terhadap saksi; 
2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi 
rusak; 
3) Ketaatan yang bersifat internakization, yaitu seorang taat terhadap suatu 
aturan benar-benar karena itu merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 
intrinsik yang dianutnya. 
Setelah membahas kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum suatu 
perundang-undangan tidak akan efektif sebagaimana mestinya. Dalam 
memfungsikan hukum sebagai alat a tool of social engineering atau alat rekayasa 
sosial, proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting agar undang-undang 
atau aturan hukum tersebut benar-benar efektif berlakunya. Olehnya itu proses 
sosialisasi undang-undang harus bertujuan:
11
  
1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu UU 
atau peraturan; 
                                                          
10
Ibid., h. 193.  
11
Ibid., h. 195. 
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2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu UU atau 
peraturan; 
3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola fikir dan 
tingkah laku dengan tujuan yang dikehendaki oleh UU peraturan hukum 
tersebut. 
B. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 
Dalam persfektif hukum Islam pencabulan tidak dijelaskan secara 
langsung, tetrapi menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik 
dilakukan oleh orang yang belum menukah, selama persetubuhan tersebut berada 
di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina, dan dianggap sebagai 
perbuatan melawan hukum, firman Allah dalam surah Al-Israa’ ayat 32 yang 
berbunyi: 
                         
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”12 
Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang 
sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah “perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh syara, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.13terhadap pelaku 
perzinaan, ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau 
jilid) seratus kali, pengasingan, dan rajam. Hukum  dera seratus kali didasarkan 
kepada Al-quran surah An-Nuur ayat 2, 
                                                          
12
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah” 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005),h. 32. 
13
Ibid., h. 9. 
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                              
                             
Terjemahnya: 
“Pezina perempuan dan pezina laki-laki , hendaklah kamu jilid masing-
masing seratus kali jilid dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada 
keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah jika 
kamu beriman kepada Allah hari akhir dan hendaklah hukuman itu 
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.”14 
Dua hukuman yang pertama jilid dan pengasingan dikenakan bagi pelaku 
perzinaa ghair muhsan, yaitu pelaku zina yang belum menikah,
15
 sedangkan bagi 
pezina muhsan, yaitu pelaku zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 
yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri),
16berlaku hukum rajam “ hukuman 
mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya”17 
Mengenai hukuaman rajam, para ulama berbeda pendapat. Hal ini karena 
dalam ayat mengenai hukuman zina (An-Nur ayat 2) tidak disebutkan hukuman 
rajam, melainkan hukuman jilid. Jumhur fuqaha, mengakui adanya hukuman 
rajam bagi pezina muhsan. Menurut mereka, walaupun tidak ditunjuk oleh Al-
Quran, mereka bersandar pada hadis yang dikeluarkan Bukhari bahwa Ali r.a. 
menjatuhkan hukuman jilid bagi syurahah pada hari kamis dan merajamnya pada 
hari jumat.
18
Bunyi hadis sebagai berikut: 
 
                                                          
14
Rahmat Hakim, op. cit. h. 74.  
15
Ibid., h. 73. 
16
Ahmad Wardi Muslich, op. cit. h. 33. 
17
Ibid. 
18
Rahmat Hakim, op. cit. h. 75. 
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  ا   ه  ه   خ   لّ    ش   ح  ة   ي  و   م   ا   ل  م  ي  س   و   ر    ج ه  ي ا  و   م   ا   ل  م  ع  ة   و  اق   ل   ج :   لّ   ت  ا   ب  ك  ات   ب   لل ا   و   ر    ج  ت  ا   ب  س  ن  ة   ر  
  س  و   ل   لل ا  
Artinya: 
“Bahwasanya Ali r.a mendera Syurahah pada hari kamis dan merajamnya 
pada hari juma, seraya berkata, aku menderanya berdasarkan kitabullah 
dan menderanya beاrdasarkan Sunnatu Rasulullah SAW.”19 
Dasar hukum untuk hukuman rajam yang berupa sunnah qauliah dan 
fi’liah adalah sebagai berikut: 
  ع  ن   ع  اب   د   ة   ب  ن   صم ا  م ا  ت   اق   ل   اق :   ل   ر   س  و   ل   ص لل ا  ل   ع لل  ل  ي  ه   و    ل ا   و   س   لّ :   خ  ذ  و   ع ا  ّن  خ   ذ  و  ا
  ع  ّن  ق   د   ج  ع  ل   لل ا   م  ه  ن   س  ب  ي  ل   ا   م  ب  ك  ر   ب  م   ب  ك  ر   ج   لّ   م  ئ ا  ة   و  ه  ف  ي   س  ن 
 ة   و   ثم ا  ّ ي  ب   ب  ثم   ّ ي  ب   ج   لّ   م  ئ ا  ة   و   رم ا  
   ج  م )ئ اسنم ا و ي ر اخبم ا لا ا ةع الجم ا ه ا و ر (  
Artinya: 
“Dari ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Telah 
bersabda:”Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah 
telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis 
hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. 
Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.”20 
Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi 
yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan 
hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam 
dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai 
meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu 
muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut 
karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan 
                                                          
19
Ibid. 
20
Ahmad Wardi Muslich, loc. cit.  
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tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti 
dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum 
pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa 
keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak 
boleh diberi belas kasihan. 
Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum rajam mempunyai 
fungsi sebagai penjera yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti 
dengan hukuman lain. Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara 
substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari’ah., Hukum rajam atau dera 
seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan 
oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya halah al-had al-a’la, (batas maksimal 
ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa dipahami sebagai 
hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berijtihad dalam kasus tersebut dapat 
dibenarkanDemikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh orang lain, Islam 
memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut: putusan majelis 
hakim terhadap terdakwa mengenai kasus pencabulan telah memenuhi unsur-
unsur pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni pada putusan No. 
1485/Pid.B/2010/PN. Mks. Telah memenuhi unsur-unsur pasal 81 ayat (2) UU 
No. 23 Tahun 2002, hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan yakni; 
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60 juta rupiah 
subsidar 2 (dua) bulan kurungan, dianggap adil dan patut serta setimpal dengan 
perbuatannya. 
Status hukum tentang pencabulan dalam hukum Islam memang tidak 
disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi 
pencabulan termasuk dalam perbuatan perzinaan, baik itu mendekati ataupun 
melakukan zina. Untuk mengatasi atau menanggulangi kejahatan pencabulan 
dapat dilakukan dengan cara yang bersifat preventif, yaitu upaya 
penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan terjadinya 
kejahatan, dan penanggulangan yang bersifat refresif, yaitu upaya 
penanggulangan kejahatan dengan memberikan tekanan terhadap pelaku 
kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi, seperti 
memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam 
perzinaan ditentukan tiga bentuk sanksi atau hukuman, yaitu hukuman jilid dan 
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ta’zir bagi pelaku pezina ghair muhshan. Sedangkan hukuman rajam dikenakan 
pada pelaku pezina muhshan,  
B.  SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus benar-
benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Agar hukuman 
setimpal dengan apa yang diperbuatnya. 
2. Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat khususnya kepada 
para orang tua agar lebih menjaga anak-anaknya, agar tidak menjadi korban 
kejahatan bagi siapa saja. 
3. Diharapkan kepada masyarakat selaku orang yang dianggap dewasa, 
sepatutnya lebih menghargai keberadaan anak itu sendiri, jangan dijadikan 
sebagai objek kejahatan. Karena biar bagaimanapun anak adalah generasi 
penerus bangsa yang masih mempunyai masa depan yang panjang.  
4. Dalam konteks keislaman, adalah merupakan kewajiban bagi setiap manusia 
untuk saling mengingatkan antara satu sama lain untuk tidak melakukan hal-
hal yang dilarang dalam agama, karena apapun itu akan ada balasannya 
yang setimpal dengan perbuatan. 
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